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1. Seperti diketahui beberagpa Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam beberapa tahun
lagi akan berakhir dan Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak tersebut.

2. Menurut Kontrak Bagi Hasll yang ada, dasar pembagian hasiinya, yaitu setelah hasl
penjualan dikurangi biaya dan perhitungan pajaknya adalah sebagal berikut :
untuk minyak : 85% | ndonesia
15% Kontraktor
kecuali untuk PT. Caltex
8% | ndonesia
12% Kontraktor
untuk gasbumi :  70% Indonesia
30% Kontraktor
Di samping itu kontraktor diwajibkan menyerahkan minyak prorata untuk keperluan dalam
negeri dengan imbalan $ 0,20 per barrel.

3. Untuk memenuhi keinginan Kontraktor memperoleh keterangan pembayaran Pgjak Indonesia
dasar pembagian tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama diadakan pembagian equity
yaitu misanya:
untuk minyak :  65,91% Indonesia

34,01% Kontraktor
Kemudian dari penerimaan Kontraktor dikenakan pajak 56% (= 45% pajak pendapatan dan
20% PBDR) sehingga jumlah akhir yang diterima adalah 85% Indonesia dan 15%
Kontraktor. Demikian pula untuk pembayaran hasil dari gas bumi pembayaran hasil akhirnya
adalah 70% Indonesia dan 30% Kontraktor (untuk Caltex 88% : 12%).

4. Daam pelaksanaannya ternyata hasil akhir dari pembagian hasil tersebut tidak 85 : 15 tetapi
bagian | ndonesia kurang dari 85% sedangkan bagian Kontraktor lebih dari 15%.
Ha ini disebabkan0 karena ketentuan mengenai biaya, daam Kontrak Bagi Hasll berbeda
dengan ketentuan biaya menurut peraturan pajak.
Misalnya menurut Kontrak Bagi Hasil bonus, bunga tertentu, kerugian konsolidas tidak
dapat dibebankan sebagai biaya, sedangkan peraturan perpajakan membolehkannya.
Hal ini menyebabkan perselishan pendapat antara Kontraktor yang memanfaatkan peraturan
paak yang berlaku umum dengan BPKP yang mendasarkan atas keutuhan 85 : 15 sesuai jiwa
Kontrak Bagi Hasil. Berbagai upaya untuk mengurangi perbedaan pendapat tersebut telah
diusahakan, namun hasilnya kurang memuaskan.

5. Mengingat hal-hal tersebut di atas maka perlu adanya pengamanan agar pihak Indonesia tetap
menerima 85% untuk pembagian hasil minyak (kecuali untuk Caltex 88%) dan 70% untuk
pembagian hasil gas bumi.

Untuk itu disarankan agar Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan dan Energi dan BPKP
mengadakan langkah-langkah agar dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dimuat
Klausula yang menyatakan bahwa jika penerimaan bagi hasl menyimpang dari 85 : 15



(C.0.88 : 12 dan 70 : 30) maka akan diadakan perhitungan (cash settlement) oleh pihak
Kontraktor maupun oleh pihak Indonesia.

Demikian, kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk mengamankan penerimaan
Negara.
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